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Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. Secara normatif, ketentuan peraturan perundang- 

undangan mengenai pajak masuk dalam ranah hukum adminstrasi, namun 

ketentuan mengenai pajak memiliki karakter khusus, karena penegakan hukum 

pajak juga menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya 

akhir. Ketentuan hukum pidana digunakan dalam penegakan tindak pidana di 

bidang perpajakan, dan memiliki karakter yang khusus yang disesuaikan dengan 

tujuan akhir UU KUP. Salah satu karakter tersebut adalah penyidik tindak pidana 

di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk menyidik. Wewenang 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan 

wewenang absolut PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktik, 

wewenang absolut penyidikan tersebut banyak disalahgunakan oleh PPNS di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyalahgunaan wewenang tersebut banyak 

menimbulkan tindak pidana lainnya, sehingga tujuan penegakan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam UU KUP untuk kepentingan penerimaan negara tidak 

tercapai. Peningkatan penyalahgunaan wewenang ini mendorong perubahan  

dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu untuk memperluas 

wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ke Jaksa dan 

Kepolisian juga, agar dapat menekan tingkat penyalahgunaan wewenang absolut 

oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Kata Kunci: Pajak, Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak, Tindak Pidana 

di Bidang Perpajakan, Ultimum Remedium. 
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The provisions of Article 1 point 1 of the KUP Law states that tax is 

mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are 

coercive under the law, without getting direct compensation and is used for the 

benefit of the state for the greatest prosperity of the people. Normatively, the law 

regarding taxes are categorized into administrative law, but provisions regarding 

taxes have a special character, because the enforcement of the tax law also uses 

criminal law as an ultimum remedium or final remedy. Criminal law provisions 

are used in the enforcement of the tax crime, and have a special character that is 

adapted to the purpose of the KUP Law. One of these characters is that 

investigators of tax crime are the Pejabat Pegawai Negeri Sipil/PPNS (Civil 

Servant Officers) within the Directorate General of Tax who are given the 

authority to investigate. The authority to investigate the tax crime is the absolute 

authority of the PPNS within the Directorate General of Tax. In practice, the 

absolute authority of the investigation is misused a lot by PPNS within the 

Directorate General of Taxes. The misuse of authority has caused a lot of other 

criminal acts, so that the purpose of enforcing the tax crime in the KUP Law for 

the state interest can’t be reached. This increase of the misuse of the absolute 

authority encourages changes in the enforcement of tax law, by expanding the 

authority to investigate tax crime to the Prosecutors and the Police as well, in 

order to reduce the misuse of absolute authority by the PPNS of the Directorate 

General of Taxes. 

 

Key Words: Tax, Investigation, PPNS of the Directorate General of Tax, Tax 

Crime, Ultimum Remedium 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 3886); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

85); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1941). 
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